BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis mendalam terhadap

permasalahan yang menjadi fokus penelitian, diperoleh sejumlah

kesimpulan yang merepresentasikan jawaban atas rumusan masalah yang

telah dirumuskan sebelumnya. Adapun kesimpulan tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut:

1.

Tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan melalui
mekanisme di luar proses peradilan pidana karena memiliki
karakteristik khusus yang ditandai oleh adanya ketimpangan atau
asimetri relasi kuasa antara pelaku dan korban. Relasi kuasa tersebut
secara struktural menempatkan korban pada posisi yang lebih lemah,
baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi, sehingga
meningkatkan kerentanan korban terhadap tekanan, intimidasi, atau
paksaan. Penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana dalam
kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan,
mengaburkan adanya persetujuan korban yang diberikan secara bebas,
serta mengabaikan jaminan perlindungan hak-hak korban. Penanganan
tindak pidana kekerasan seksual harus tetap ditempuh melalui
mekanisme peradilan pidana guna menjamin terwujudnya keadilan

substantif, kepastian hukum, serta pertanggungjawaban pidana pelaku.
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2. Pendekatan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual
dimungkinkan secara terbatas, bukan sebagai mekanisme penyelesaian
perkara atau perdamaian di luar pengadilan, melainkan sebagai
pendekatan pemulihan korban. Penerapan pendekatan ini hanya dapat
dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang diberikan
secara bebas tanpa tekanan dan tidak meniadakan proses peradilan
pidana yang sedang berjalan. Dalam kerangka tersebut, pelaku tetap
dibebani tanggung jawab hukum secara langsung untuk melakukan
pemulihan terhadap korban, antara lain melalui pemberian restitusi
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.
Penekanan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terletak pada
jaminan pemenuhan hak-hak korban, termasuk pemulihan dan
pendampingan, dengan tetap menegaskan akuntabilitas pelaku dalam

sistem peradilan pidana.

B. Saran
Penulisan menyampaikan beberapa saran yang disusun selaras
dengan rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu

sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum perlu secara konsisten memastikan bahwa
penanganan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan melalui

mekanisme peradilan pidana dan tidak diselesaikan di luar proses
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peradilan. Ketegasan ini juga perlu dipahami oleh masyarakat,
sehingga setiap pihak yang mengetahui terjadinya tindak pidana
kekerasan seksual tidak semata-mata mendorong atau melakukan
penyelesaian di luar proses peradilan. Ketimpangan atau asimetri relasi
kuasa antara korban dan pelaku berpotensi menempatkan korban pada
posisi yang tidak bebas dalam memberikan persetujuan, sehingga
penyelesaian di luar peradilan berisiko mengabaikan perlindungan
hak-hak korban serta pertanggungjawaban hukum pelaku.

. Penerapan pendekatan restorative justice dalam tindak pidana
kekerasan seksual disarankan untuk dibatasi pada upaya pemulihan
korban dan tidak dijadikan sebagai mekanisme penyelesaian perkara
di luar proses peradilan pidana. Pelaksanaannya perlu didasarkan pada
persetujuan korban yang diberikan secara bebas tanpa tekanan, serta
disertai dengan tanggung jawab nyata dari pelaku, terutama melalui
pemberian restitusi. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat
pemenuhan hak-hak korban dengan tetap menjamin akuntabilitas

pelaku dalam sistem peradilan pidana.
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